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Abstract

The phenomenon of siri marriages is still a widespread social reality in Indonesian
society, including in Lumajang District. Although in Islamic law siri marriages are
considered valid if they fulfill the pillars and conditions, in Indonesian positive law,
especially through Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law, marriage
registration is an important requirement to obtain state legal recognition. The
inconsistency between the community's understanding of religious law and the
demands of formal legality has implications for the weak legal protection of women
and children born from these marriages. This research aims to examine how
synchronization between Islamic law and Indonesian positive law can be realized in
addressing the practice of siri marriage, as well as analyzing the role of religious
institutions and the state in the legal harmonization process. This research uses a
qualitative approach with field study methods, in-depth interviews, and document
analysis in Lumajang District. The results show that the practice of siri marriage in
this area is driven by cultural, economic and religious understanding factors, while
institutions such as the Office of Religious Affairs (KUA) have made various educative
efforts to encourage official marriage registration. Legal synchronization can be
realized through an integrative approach that brings together fiqgh values with the
principles of legal protection in a modern legal state.

Key words: Siri Marriage, Islamic Law, Indonesian Positive Law, Legal
Synchronization, Lumajang District..

Abstrak
Fenomena perkawinan siri masih menjadi realitas sosial yang marak terjadi di
tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Lumajang. Meskipun secara
syariat Islam perkawinan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat,
namun dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan menjadi syarat
penting untuk mendapatkan pengakuan hukum negara. Ketidaksinkronan antara
pemahaman masyarakat terhadap hukum agama dan tuntutan legalitas formal
berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak
yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
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bagaimana sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat
diwujudkan dalam menyikapi praktik perkawinan siri, serta menganalisis peran
lembaga keagamaan dan negara dalam proses harmonisasi hukum. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, wawancara
mendalam, dan analisis dokumen di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri di wilayah ini didorong oleh faktor
budaya, ekonomi, dan pemahaman agama, sementara lembaga seperti Kantor
Urusan Agama (KUA) telah melakukan berbagai upaya edukatif untuk mendorong
pencatatan nikah secara resmi. Sinkronisasi hukum dapat diwujudkan melalui
pendekatan integratif yang mempertemukan nilai-nilai figh dengan prinsip
perlindungan hukum dalam negara hukum modern

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, Sinkronisasi
Hukum, Kabupaten Lumajang.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya memiliki dimensi
keagamaan, tetapi juga dimensi hukum dan sosial (Jusri, 2019) (Farihi, 2021)(Alj,
2018) Di Indonesia, perkawinan diatur oleh dua sistem hukum utama: hukum
Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan hukum positif
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
(Muhammad & Nasoha, 2024)

Fenomena perkawinan siri—perkawinan yang sah menurut hukum Islam
namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara—menjadi contoh nyata dari
ketidaksinkronan antara kedua sistem hukum tersebut(Adolph,
2016)(Fadhilatulmaula Bab I, V Dan Lamp_1.Pdf.Crdownload, N.D.)(Khafidin,
2021). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah selama
memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua saksi, ijab dan gabul.
Namun, menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan
tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menimbulkan berbagai implikasi
hukum, seperti ketidakjelasan status hukum pasangan, hak waris, hak anak, dan
perlindungan bagi perempuan (Adolph, 2016)

Ketidaksinkronan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
sosial di masyarakat (Muhammad & Nasoha, 2024)(Jusri, 2019)(Muhammad
Abdul Basir et al,, 2023). Di Kabupaten Lumajang, misalnya, praktik perkawinan
siri masih marak terjadi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma
hukum yang berlaku dan praktik sosial masyarakat (Muhammad & Nasoha,
2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sinkronisasi antara
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hukum Islam dan hukum positif dapat dicapai untuk memberikan perlindungan
hukum yang adil bagi masyarakat (Adolph, 2016)(Muhammad & Nasoha, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan
hukum positif Indonesia terhadap fenomena perkawinan siri, serta upaya
sinkronisasi antara keduanya dalam menyikapi fenomena tersebut di Kabupaten
Lumajang(Jusri, 2019)(Fadhilatulmaula BAB I, V DAN LAMP_1.PDF.Crdownload,
n.d.). Kajian ini menjadi penting mengingat perbedaan paradigma antara hukum
Islam yang lebih berorientasi pada norma dan moralitas keagamaan, sedangkan
hukum positif menekankan aspek legalitas formal(Badan & Umum, 2011). Oleh
karena itu, upaya harmonisasi hukum perlu mempertimbangkan kedua aspek
tersebut secara seimbang (Khafidin, 2021)(Alij, 2018).

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih
harmonis antara hukum agama dan hukum negara(Muhammad Abdul Basir et al.,
2023). Penelitian ini juga mempertimbangkan data empiris di Kabupaten
Lumajang melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait seperti
KUA, tokoh agama, dan masyarakat (Farihi, 2021)(Jusri, 2019). Harapannya, hasil
penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perumusan regulasi atau
pembaruan hukum perkawinan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial
masyarakat(Daerah et al., 2008)

Dalam praktiknya, banyak pasangan memilih perkawinan siri karena
berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga keinginan untuk
menyembunyikan status hubungan dari publik (Farihi, 2021)(Muhammad Abdul
Basir et al.,, 2023) Namun, pilihan ini seringkali berdampak negatif, terutama bagi
perempuan dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Ketidaktercatatan
dalam sistem administrasi negara menyebabkan mereka kesulitan dalam
mengakses hak-hak sipil seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan perlindungan
hukum atas kekerasan dalam rumah tangga (Adolph, 2016)(Aiiggarat et al,,
1965). Maka dari itu, penting untuk mengkaji lebih dalam pendekatan normatif
dan sosiologis terkait fenomena ini.

Selain itu, peran lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA)
sangat vital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pencatatan perkawinan (Hadi, 2018)(Ali, 2018). Di era digital, KUA telah
mengembangkan sistem pencatatan nikah berbasis teknologi seperti aplikasi
SIMKAH Web guna mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan pernikahan
secara resmi (Yuliarti et al, 2024)(Ananda et al, 2024)(Kemenag RI, 2022;
SIMKAH, 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dievaluasi,
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terutama di daerah-daerah yang secara budaya dan geografis masih menjadikan
perkawinan siri sebagai pilihan yang dianggap wajar. Oleh karena itu, sinergi
antara pemuka agama, aparat negara, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan
untuk menyelaraskan norma agama dan norma hukum negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara
mendalam fenomena sosial dan hukum yang kompleks, seperti praktik
perkawinan siri di Kabupaten Lumajang. Pendekatan kualitatif memungkinkan
peneliti untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian
dalam konteks sosial mereka (Jusri, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang dipilih karena tingginya prevalensi
praktik perkawinan siri di wilayah tersebut. Subjek penelitian meliputi pasangan
yang menjalani perkawinan siri, tokoh agama (ustaz, kiai), pejabat Kantor Urusan
Agama (KUA), hakim Pengadilan Agama, serta pejabat pemerintah daerah yang
terkait dengan pencatatan sipil dan keluarga berencana.

Data dikumpulkan melalui Wawancara Mendalam (In-depth Interview):
Dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali
pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap perkawinan siri
serta relevansinya dengan hukum Islam dan hukum positif. Observasi: Peneliti
melakukan pengamatan langsung terhadap praktik sosial yang berkaitan dengan
pelaksanaan perkawinan siri di masyarakat. Data sekunder dikumpulkan melalui
dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI), putusan pengadilan, artikel jurnal, dan berita yang relevan
.(Jusri, 2019). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis
deskriptif-kualitatif. Langkah-langkahnya meliputi: Reduksi Data: Menyortir dan
menyederhanakan data dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian Data:
Menyusun data dalam bentuk naratif dan tematik. Penarikan Kesimpulan:
Menentukan pola-pola, kecenderungan, serta hubungan antara hukum Islam dan
hukum positif yang ditemukan dalam praktik perkawinan siri di Kabupaten
Lumajang. Untuk menjamin validitas data, dilakukan teknik triangulasi sumber,
yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber yang berbeda
dan dokumen yang relevan .
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua orang saksi, dan
ijjab kabul. Namun, pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit
dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Beberapa ulama kontemporer
menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan terhadap
hak-hak perempuan dan anak-anak, serta untuk menghindari mudarat di
kemudian hari(Hadi, 2018). Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan
pendapat di kalangan ulama mengenai keharusan pencatatan pernikahan.
Sebagian besar ulama sepakat bahwa pencatatan bukanlah syarat sahnya
pernikahan, namun dianggap penting untuk kepentingan administratif dan
legalitas di mata hukum negara(Sobari, 2018). Dalam konteks masyarakat
Indonesia, pandangan ini seringkali menjadi dasar bagi praktik perkawinan
siri, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi keagamaan
dan adat istiadat.

Hukum positif Indonesia mengatur bahwa setiap perkawinan harus
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Burlian, 2019). Pasal 2 ayat (2)
UU Perkawinan menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami,
istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut . Perkawinan yang
tidak dicatatkan, seperti perkawinan siri, dianggap tidak memiliki kekuatan
hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti
sulitnya pembuktian status perkawinan, hak waris, dan hak-hak lainnya(Hadi,
2018). Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menekankan pentingnya
pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu
dalam keluarga.

2. Praktik Perkawinan Siri di Kabupaten Lumajang
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif di Kabupaten Lumajang, praktik
perkawinan siri masih cukup marak terjadi. Beberapa faktor yang mendorong
terjadinya perkawinan siri antara lain adalah faktor ekonomi, keinginan untuk
berpoligami tanpa izin resmi, kehamilan di luar nikah, serta kurangnya
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pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan(Rionaldj,
2023). Selain itu, adanya anggapan bahwa pernikahan yang sah secara agama
sudah cukup, tanpa perlu dicatatkan secara resmi, juga menjadi alasan utama
masyarakat melakukan perkawinan siri (Sobari, 2018). Praktik ini seringkali
menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama bagi perempuan dan
anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena mereka tidak memiliki
perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya upaya
yang lebih serius dari pemerintah dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi
masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Fenomena perkawinan siri di Kabupaten Lumajang menunjukkan
adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial yang terjadi di
masyarakat.(Lestari, 2022) Dalam banyak kasus, pelaku perkawinan siri
merasa cukup hanya dengan memenuhi syarat sah pernikahan menurut
hukum Islam tanpa memperdulikan aspek legalitas di mata hukum negara.
Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara
tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar memiliki
kekuatan hukum tetap. Ketidaksesuaian antara norma agama dan hukum
positif ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan
kontekstual dalam merumuskan kebijakan perkawinan, agar mampu
menjembatani kebutuhan spiritual masyarakat dengan kepentingan hukum
negara(Aziz & Islamy, 2022).

Salah satu dampak nyata dari perkawinan siri adalah terbatasnya akses
hukum bagi perempuan dan anak-anak dalam memperoleh hak-hak sipil
seperti nafkah, warisan, dan akta kelahiran. Ketika pernikahan tidak tercatat
secara resmi, maka status hukum istri dan anak menjadi tidak jelas di mata
hukum negara(Rahman, 2024). Dalam penelitian ditemukan bahwa anak-anak
hasil perkawinan siri sering kali menghadapi kesulitan administratif saat
mengurus dokumen kependudukan atau pendidikan(Kasenda et al., 2025). Hal
ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri tidak hanya berdampak pada
individu pelakunya, tetapi juga dapat memunculkan diskriminasi struktural
terhadap generasi penerus.

Kurangnya literasi hukum dan sosial menjadi salah satu akar masalah
yang memperkuat keberlangsungan praktik perkawinan siri. Banyak
masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, tidak memahami konsekuensi
hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Mayoritas
responden di wilayah pedesaan menganggap pencatatan nikah sebagai hal
yang sekunder, karena lebih mengutamakan aspek keabsahan secara agama®.
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Oleh karena itu, strategi pemberdayaan hukum berbasis komunitas menjadi
sangat relevan untuk mengubah cara pandang masyarakat (Aziz & Islamy,
2022).

Peran tokoh agama dalam masyarakat juga sangat signifikan dalam
mempengaruhi keputusan warga terkait perkawinan siri. karena dianggap
memiliki otoritas untuk menikahkan pasangan tanpa mencatatkan ke Kantor
Urusan Agama (KUA). Tokoh agama yang tidak memiliki pemahaman
menyeluruh mengenai pentingnya pencatatan nikah berkontribusi terhadap
tingginya angka perkawinan siri®. Maka dari itu, diperlukan kolaborasi antara
KUA, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi
terpadu mengenai bahaya dan dampak dari pernikahan tidak tercatat
(Ridwan, 2025).

Dalam konteks sinkronisasi hukum Islam dan hukum positif Indonesia,
pendekatan yang diperlukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif
dan persuasif. Pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat
menyelenggarakan program edukasi hukum dengan pendekatan budaya lokal
dan nilai-nilai keagamaan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Upaya
harmonisasi hukum ini sejalan dengan semangat maqasid al-shari‘ah yang
menekankan pentingnya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan
harta (hifz al-mal)®. Ketika pencatatan perkawinan dilaksanakan secara
universal, maka keberadaan hukum negara akan berjalan sinergis dengan
ajaran agama(Rahman, 2024).

3. Dampak Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak

Perkawinan siri memiliki dampak yang signifikan terhadap perempuan
dan anak-anak. Perempuan yang menikah secara siri seringkali tidak memiliki
kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah, warisan, dan
perlindungan hukum lainnya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga
menghadapi kesulitan dalam hal pencatatan kelahiran, hak waris, dan
pengakuan hukum lainnya(Rionaldi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa
praktik perkawinan siri dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama
perempuan dan anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan
hukum yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan
masyarakat untuk mendorong pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk
melindungi hak-hak individu dalam keluarga.

Perkawinan siri yang tidak tercatat secara hukum membawa dampak
signifikan bagi perempuan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak
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sipil. Perempuan yang terlibat dalam hubungan perkawinan tanpa pencatatan
resmi rentan mengalami eksploitasi dan ketidakadilan karena tidak memiliki
dasar hukum untuk menuntut hak-hak seperti nafkah, pembagian harta
bersama, maupun perlindungan dalam hal perceraian. Dalam kondisi ini,
perempuan sering kali mengalami ketergantungan penuh pada suami tanpa
adanya jaminan hukum, yang dapat memperburuk posisi tawar mereka dalam
relasi rumah tangga(Safitri, 2019). Selain itu, jika terjadi konflik atau
kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dari perkawinan siri kesulitan
mendapatkan perlindungan dari negara karena status pernikahannya tidak
diakui secara legal(Maymuna, 2024)

Dampak negatif juga dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari
hubungan perkawinan siri. Salah satu permasalahan utama adalah sulitnya
memperoleh akta kelahiran, karena pendaftaran kelahiran mensyaratkan
bukti pernikahan orang tua yang tercatat secara resmi. Hal ini menyebabkan
anak-anak tersebut tidak memiliki identitas hukum yang jelas, sehingga
menghambat akses mereka terhadap layanan publik seperti pendidikan,
jaminan sosial, dan layanan kesehatan(Zahro’ul F.A, M. Kurniawan B.W, 2024).
Selain itu, status anak dari perkawinan siri sering kali dipertanyakan secara
sosial, menimbulkan stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar, yang
dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Tidak tercatatnya perkawinan juga mempersulit anak dalam
memperoleh hak waris dari ayahnya. Dalam hukum waris Islam maupun
hukum perdata Indonesia, anak yang tidak diakui secara hukum sulit
membuktikan hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga sering kali tidak
mendapatkan bagian warisan secara adil. Hal ini bukan hanya merugikan anak,
tetapi juga berpotensi memicu konflik dalam keluarga besar ketika terjadi
pembagian warisan(Nomor & Ningrum, 2025). Ketidakpastian hukum yang
melingkupi anak-anak dari perkawinan siri menjadi bukti konkret bahwa
praktik ini memiliki implikasi sosial dan hukum yang luas serta memerlukan
intervensi serius dari negara.

Fenomena ini semakin diperparah oleh minimnya literasi hukum dan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak
perempuan tidak mengetahui bahwa mereka kehilangan perlindungan hukum
ketika menikah secara tidak resmi, dan sering kali baru menyadari dampaknya
ketika terjadi perceraian atau sengketa harta. Kurangnya sosialisasi dari pihak
yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas
Kependudukan, membuat masyarakat semakin terjerumus dalam praktik yang
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secara hukum merugikan ini(Zainuddin, 2022). Padahal, pencatatan nikah
bukan hanya urusan administratif semata, melainkan bentuk perlindungan
hukum terhadap seluruh anggota keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pemerintah, tokoh
agama, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengedukasi masyarakat
mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Pendekatan yang digunakan tidak
bisa hanya bersifat normatif, tetapi harus menyentuh nilai-nilai sosial dan
keagamaan yang dianut masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan lebih
mudah menerima pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen
perlindungan hukum. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari risiko
perkawinan siri merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam
menjamin keadilan dan kesejahteraan warganya. Jika dibiarkan tanpa regulasi
dan penegakan hukum yang tegas, maka praktik ini berpotensi menciptakan
ketimpangan sosial yang semakin dalam, khususnya bagi kelompok rentan
seperti perempuan dan anak-anak.

4. Upaya Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Upaya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia
dalam menyikapi fenomena perkawinan siri dapat dilakukan melalui
pendekatan maslahat (kemaslahatan). Dalam hukum Islam, prinsip maslahat
dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai
bagian dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu perlindungan
terhadap hak-hak individu dalam keluarga(Hadi, 2018) . Di sisi lain, hukum
positif Indonesia dapat mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dengan
memberikan ruang bagi pelaksanaan hukum Islam dalam kerangka hukum
nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi harmonisasi antara
hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi praktik perkawinan siri

Upaya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia
dalam menyikapi fenomena perkawinan siri harus ditempatkan dalam
kerangka besar harmonisasi hukum. Salah satu pendekatan penting adalah
melalui prinsip maslahah, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan dan
menghindari kemudaratan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pencatatan
perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian
dari upaya untuk melindungi hak-hak dasar individu, khususnya perempuan
dan anak yang sering kali menjadi korban dalam perkawinan siri. Prinsip
maslahah mursalah dalam hukum Islam mendukung fleksibilitas hukum yang
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tidak bertentangan dengan nash, sehingga pencatatan nikah dapat dimaknai
sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan hukum yang
berkeadilan(Darmi et al., 2022).

Prinsip maqasid al-shariah sebagai tujuan hukum Islam semakin
memperkuat urgensi pencatatan perkawinan. Dalam kerangka ini, pencatatan
berfungsi untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga harta (hifz al-mal),
dan menjaga kehormatan (hifz al-‘ird) yang semuanya sering kali terabaikan
dalam praktik nikah siri. Ketika pernikahan tidak dicatat secara resmi, istri
dan anak tidak mendapatkan akses hukum terhadap hak waris, nafkah, dan
perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pencatatan
nikah merupakan bentuk preventif untuk memastikan keadilan dan
kesejahteraan keluarga sesuai dengan semangat syariah(Busyro et al.,, 2022).

Di sisi lain, hukum positif Indonesia memiliki peran penting dalam
mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan nasional. Kompilasi
Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum nasional yang berbasis syariah
telah memberikan tempat bagi pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam
persoalan perkawinan. Misalnya, isbat nikah merupakan mekanisme legal
yang memungkinkan pasangan nikah siri untuk memperoleh status hukum di
mata negara. Ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak bertentangan
dengan Islam, melainkan bisa menjadi mitra dalam mewujudkan keadilan
sosial dan perlindungan hukum secara komprehensif(A. Aziz et al., 2024).

Namun, sinkronisasi ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak,
terutama para tokoh agama dan pemangku kebijakan. Para ulama perlu
menegaskan bahwa pencatatan nikah bukanlah bentuk westernisasi hukum,
melainkan bagian dari kemaslahatan umat. Di sisi lain, negara perlu
membangun komunikasi hukum yang persuasif kepada masyarakat, sehingga
peraturan tidak dipersepsi sebagai pemaksaan, melainkan sebagai upaya
perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan pendekatan kultural dan
edukatif ini, hukum Islam dan hukum negara dapat saling menguatkan tanpa
terjadi benturan(Agama & Jepara, 2025).

Akhirnya, keberhasilan harmonisasi hukum sangat bergantung pada
kesadaran masyarakat bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi
refleksi dari nilai-nilai kehidupan yang berkeadilan. Pendidikan hukum
berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif harus diarusutamakan, baik melalui
kurikulum pendidikan maupun kegiatan sosial keagamaan. Dengan
menjadikan pencatatan perkawinan sebagai manifestasi dari kemaslahatan,
Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara
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formal, tetapi juga adil dan maslahat secara substansial. Upaya ini akan
menguatkan posisi hukum Islam dalam ranah publik, sekaligus memperkuat
legitimasi hukum positif sebagai alat untuk mewujudkan keadilan
sosial(Miswardi et al., 2021).

5. Peran Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

Pemerintah dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam
mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui
penyuluhan dan sosialisasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang
dampak negatif dari perkawinan siri dan pentingnya pencatatan perkawinan
untuk melindungi hak-hak individu dalam keluarga (Rionaldi, 2023). Selain
itu, tokoh agama dan tokoh adat juga dapat berperan dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidak
bertentangan dengan ajaran agama, melainkan sebagai upaya untuk
mewujudkan kemaslahatan(Sobari, 2018). Dengan kerjasama antara
pemerintah dan tokoh masyarakat, diharapkan praktik perkawinan siri dapat
diminimalisir.

Pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam memastikan
bahwa seluruh warga negara memperoleh akses terhadap hak-hak sipil,
termasuk hak dalam bidang perkawinan. Dalam konteks ini, pencatatan
perkawinan bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga menjadi jaminan
perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Upaya
pemerintah dapat terlihat melalui kebijakan-kebijakan seperti program Isbat
Nikah terpadu dan layanan pencatatan pernikahan keliling. Program semacam
ini terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat pelosok yang sebelumnya
sulit mengakses layanan resmi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut
memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat dan aparat di tingkat lokal
(Hukum & Umar, 2024)

Peran tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, adat, dan pemuka
komunitas, sangat krusial dalam proses edukasi hukum. Mereka memiliki
pengaruh sosial yang besar dan kerap menjadi rujukan masyarakat dalam
menentukan langkah-langkah penting dalam kehidupan, termasuk
perkawinan. Tokoh agama dapat menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan
tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan justru sejalan dengan
prinsip maslahah untuk mencegah kerugian dan konflik di masa depan.
Pendekatan keagamaan ini terbukti lebih mudah diterima oleh masyarakat,
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terutama di wilayah dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap otoritas
keagamaan (Semiasri, 2021).

Kerja sama antara pemerintah dan tokoh masyarakat harus bersifat
strategis dan partisipatif. Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi,
tetapi juga perlu menjalin sinergi dalam penyuluhan hukum secara berkala.
Misalnya, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menggandeng tokoh agama lokal
untuk mengadakan forum diskusi keluarga sakinah yang membahas
pentingnya pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya. Kegiatan ini
bukan hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga menciptakan
kesadaran hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama
lokal(Cahyani et al., 2024).

Selain penyuluhan, tokoh masyarakat juga berperan dalam membentuk
opini publik yang mendukung legalitas perkawinan. Mereka dapat menolak
atau tidak memfasilitasi perkawinan siri apabila tidak disertai dengan upaya
pencatatan resmi. Sikap ini akan memberikan tekanan sosial yang positif dan
mengarahkan masyarakat untuk lebih bertanggung jawab secara hukum. Di
sinilah pentingnya pelibatan tokoh masyarakat dalam forum-forum
perumusan kebijakan di tingkat daerah, agar kebijakan yang lahir benar-benar
sesuai dengan konteks sosial budaya setempat (Nisa, 2024).

Dengan peran aktif pemerintah dan tokoh masyarakat yang saling
melengkapi, diharapkan praktik perkawinan siri dapat ditekan secara
signifikan. Sinergi ini juga akan memperkuat posisi hukum perempuan dan
anak-anak dalam struktur keluarga. Langkah ini tidak hanya penting dari sisi
hukum, tetapi juga dari sisi moral dan sosial. Jika pencatatan perkawinan
dapat dijadikan norma bersama, maka masyarakat akan lebih terlindungi dari
praktik-praktik yang merugikan di masa depan. Maka, pendidikan hukum
berbasis komunitas perlu terus ditingkatkan sebagai langkah strategis menuju
tatanan sosial yang lebih adil dan berkeadaban (Sobari, 2018).

SIMPULAN

Fenomena perkawinan siri di Kabupaten Lumajang mencerminkan adanya
ketidaksinkronan antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam
praktik sosial. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri tetap dianggap sah
selama memenuhi rukun dan syarat nikah, meskipun tidak dicatatkan secara
administratif. Namun demikian, hukum positif Indonesia, sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,
menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat legalitas di mata
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negara. Ketidaksesuaian ini memunculkan problematika hukum yang serius,
terutama terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang lahir
dari perkawinan siri. Hasil penelitian di Lumajang menunjukkan bahwa sebagian
besar masyarakat masih memaknai keabsahan perkawinan dari aspek agama
semata, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum administratif. Oleh karena
itu, sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi hal yang sangat
penting untuk dilakukan. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu bekerja sama
dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan pencatatan nikah di wilayah-wilayah yang rawan praktik
siri. Upaya ini akan menciptakan kepastian hukum yang adil dan manusiawi tanpa
mengabaikan nilai-nilai religius yang dianut masyarakat. Dalam jangka panjang,
harmonisasi ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik perkawinan siri yang
berpotensi merugikan berbagai pihak, terutama perempuan dan anak.
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